
 

BUPATI PONOROGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR    121    TAHUN 2025 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 29 TAHUN 2024 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PONOROGO, 
 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemberian 

dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856);  

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);  

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 25);  

  11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 29 Tahun 2024 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 29); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 
2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 29), diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
1. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 

berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 5 

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat 
diberikan kepada Aparat Pemungut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, apabila paling rendah mencapai 

target penerimaan Pajak Daerah selain PBJT atas Tenaga 
Listrik, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dan/atau Retribusi 
Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan/atau 

perubahan APBD tahun berkenaan. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

bertujuan untuk meningkatkan : 

a. pelayanan kepada masyarakat; 

b. kinerja SKPD; 

c. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD; dan 

d. Pendapatan Asli Daerah. 

(3) Pencapaian target penerimaan Pajak Daerah selain PBJT 
atas Tenaga Listrik, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dan/ 
atau Retribusi Daerah, dijabarkan secara triwulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. sampai dengan triwulan I paling rendah 10% (sepuluh 
persen); 

b. sampai dengan triwulan II paling rendah 35% (tiga 
puluh lima persen); 

c. sampai dengan triwulan III paling rendah 75% (tujuh 
puluh lima persen); dan 

d. sampai dengan triwulan IV paling rendah 100% 

(seratus persen). 

(4) Pemberian insentif untuk Pajak Daerah dan/atau 

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% 

(sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada 
awal triwulan II; 

b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% 

(sepuluh persen), insentif tidak diberikan pada awal 
triwulan II; 

c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% 
(tiga puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan 
untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan insentif 

triwulan II; 
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d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 

35% (tiga puluh lima persen), insentif untuk triwulan II 
tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan III; 

e. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% 
(tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan 
pada awal triwulan IV; 

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% 
(tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan 
untuk triwulan II yang belum dibayarkan dan insentif 

triwulan III; 

g. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 

75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan 
pada awal triwulan IV;  

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 

100% (sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan 
pada awal triwulan I tahun berikutnya; 

i. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 

100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan 
untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan 

j. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 
100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh 
puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan 

III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 8 

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah selain PBJT atas 
Tenaga Listrik, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB dan/atau 

Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai 
atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan 

pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan 
pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo.   

 

 
Ditetapkan di Ponorogo  

pada tanggal 24 Desember 2025       

Plt. BUPATI PONOROGO, 

      TTD. 

      LISDYARITA 
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Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 24-12-2025

Pj.  SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH RABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR  121.

salinan_Tsesuai
KEPALA

dengan aslinya
IAN HUKUM

IAT DAERAH

SOEGEP¢G PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP.  19680605  199303  1 003




